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Oleh : Lukman Ibrahim 

Abstrak 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupak salah satu Negara yang 

menganut sistem Pemerintahan yang demokratis, konsep Negara demokrasi yaitu 

kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara ada di tangan rakyat. Pemlilu merupakan 

wujud dari implementasi kedallatan rakyat dimana raktyat dapat bebas 

mengemukakan pendapat, berkumpul dan bersyarika. Salah satu bentuk dari 

kedallatan rakyat yang mengambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia 

adalah pemilihan umum secara langsung bebas, jujur dan rahasia oleh seluruh 

rakyat Indonesia. Dalam proses  pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 tidak 

selalu berjalan dengan lurus ada saja hambatan dalam peroses tersebut  namun 

Penyelengara pemilu bekerja untuk bagaimana meminimalisir konflik atau 

permasalahan yang terjadi salah satu nya adalah Pengawasan Pemutakhiran Daftar  

pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif 

dengan metode analisis deskriptif  Kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha 

mendeskriptifkan gambaran yang terjadi dalam Implementasi Badan pengawas 

pemilu Kota mataram padan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih 

tetap (DPT) pada tahun 2019. 

Keberhasilan implementasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam 

daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan Badan pengawas pemilu (Bawaslu ) 

Kota Mataram, di tentukan oleh beberapa variabel dan masing-masing variabel  

tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Dalam pandangan Edwards III, 

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) Komunikasi, 

(2) Sumber daya, (3) Disposisi dan (4) struktur birokrasi.  Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa (1) Implementasi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih 

dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019 belum berjalan maksimal 

dilihat dari partisipasi masyarakat dan peserta pemilu yang belum sadar akan 

pentingnya pendaftaran Daftar Pemilih. (2) Faktor penghambat yang 

mempengaruhi kinerja badan pengawas pemilu ( Bawaslu) Kota mataram Pada 

pemilu 2019 adalah terbatasnya anggota pengawas dalam proses Pemutakhiran 

daftar Pemilih tetap  (DPT) 

Kata Kunci : Implementasi pengawasan Pemutakhiran DPT 
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IMPLEMENTAING THE UPDATE CONTROL SELECTOR LIST IN THE 

FIXED SELEKTOR LISTB (DPT) IN ELECTION YERD 2019 

(Case study of the Mataram city election supervisory agency) 

 

By : Lukman Ibrahim 

Abstract 

Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries that 

adheres to the democratic system of government, the concept of democratic State 

is the supreme power in a country is in the hands of the people. Pemlilu is a 

manifestation of the implementation of the people's worldactivity where the 

Raktyat can freely submit opinions, gatherings and shards. One form of the peace 

of the people who describe democracy for all Indonesians is a direct election of 

free, honest and confidential by all Indonesian people. In the process of 

implementing the elections of the year 2019 does not always go straight there are 

obstacles in the peroses but the election coordinator works for how to minimize 

the conflict or problems that occur one of the Supervision updates the list picker 

in the fixed selector list (DPT) in the year 2019. 

The approach used in this research is deductive with qualitative 

descriptive analysis methods. This type of research seeks to describe the picture 

that occurred in the implementation of the electoral supervisory body of Mataram 

City election update the list of voters in the fixed selector list (DPT) in the year 

2019. 

The successful implementation of the surveillance update data picker in 

the fixed selector list (DPT) performed by the Electoral Supervisory Agency 

(BAWASLU) Mataram city, is specified by several variables and each of these 

variables relate to each other others. In the view of Edwards III, policy 

implementation is influenced by four variables, namely: (1) communications, (2) 

resources, (3) disposition and (4) bureaucratic structures.  From the results of the 

research is known that (1) the supervision implementation of the register of voters 

list in the fixed selector list (DPT) in 2019 has not been running maximum views 

from community participation and electoral participants who are not aware of the 

importance of Selector register. (2) Inhibitory factor affecting the performance of 

the electoral Supervisory Body (BAWASLU) Mataram City in the election 2019 is 

the limited supervisory members in the process of the fixed selector list update 

(DPT) 

 

Keywords: surveillance implementation of DPT update 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Demokrasi bukan suatu tujuan, melaikan proses politik untuk 

mendapatkan solusi terbaik guna mendapatkan perbaikan dalam tatanan 

masyarakat. Sehingga Akuntabilitas demokrasi harus diupayakan bersama dengan 

berorentasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleransi dan 

kompotitif. Aspeknya adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan 

demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedallatan rakyat sebagai instrument 

perwujudan pemerintahan yang responsif dan legitimate. Dengan prinsip 

demokrasi, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pilih dan kewajiban untuk 

memilih para wakil rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun 

Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). 

(Ahdiyana Marita: 2019). 

Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik, Salah satu wujud dari 

kedallatan rakyat adalah penyelengaraan pemilihan umum yang dilakukan secara 

periodik yang memungkinkan semua peserta pemilu bersaing secara fair dan 

kompetitif. Pemilu sebagai salah satu penanda  dalam suatu sistem demokrasi 

selain partai politik. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat  bukan 

berarti segala-galanya tentang Demokrasi, melainkan sebagai sarana 

pengimplementasian asas dan sendi-sendi demokrasi. Pemilu bisa dijadikan 

sebagai sarana untuk menakar kadar demokrasi suatu sistem politik. 
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(Pratiwi, Catur Oktafiani 2017, Vol.3, No.3). Seiring dengan berjalannya waktu 

perhelatan panggung politik demokrasi, pemilu di Indonesia sudah berjalan sekitar 

kurang lebih setengah abad lamanya. Pemilu pertama pada masa awal 

kemerdekaan dilakukan pada tahun 1955 dan tercatat dalam sejarah sebagai 

pemilu multi partai. Namun dalam proses pemilu pada masa itu belum mengenal 

adanya aspek Pengawasan Pemilu. Pada masa orde baru pemerintah berhasil 

menyelengarakan pesta demokrasi yaitu pemilu secara teratur setiap lima tahun 

sekali. Namun pada rezim pemerintahan yang otoriter, pelaksanaan pemilu orde 

baru dilaksanakan dengan tidak memperhatikan  prinsip-prinsip pemilu yang 

demokratis. Karena panggung politik yang di selengarakan tidak terlihat 

kompetisi yang sehat dan adil antara para peserta pemilu. Karna tidak ada 

kebebasan bagi pemilih untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan-

pilihan politiknya. Secara sistematis dan aktif pemerintah orde baru mengerakan 

birokrasi-birokrasi untuk memenangkan pemilu. Penyelengara pemilu pada masa 

orde baru di kendalikan  seutuhnya oleh pemerintah yang berkuasa. 

Organisasi bawaslu dilahirkan dalam proses yang cukup panjang. Menurut 

sejarahnya organisasi pengawas pemilu baru dikenal pada pemilu 1982, sekalipun 

pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 1955. Dikutip dari buku 

Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia yang disusun KPU, pada Pemilu 1982 

Pengawasan dilakukan suatu lemnbaga resmi yang dibentuk berdasarkan UU 

Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan 

Pemilu Pusat (Panwaslakpus), Panitia Pelaksanaan Pemilu tingkat I (Panwaslak I), 

Panitia Pelaksanaan Pemilu II (Panwaslak) Panitia Pelaksanaan Pemilu Tingkat 
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Kecamatan (Panwaslakcam). (Suswanto, 2016: 19). Pada saat sekarang, yaitu era 

reformasi tentulah untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan 

dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan badan pengawas pemilu 

(BAWASLU) di tingkat pusat, di tingkat provinsi, sampai pembentukan panitia 

pengawas pemilu di tingkat kabupaten / kota yang awalnya adhoc saja maka di 

usulkan agar menjadi permanen atau independent yang tidak ada intervensi dari 

lembaga manapun termasuk pemerintahan yang masi aktif. 

(Suswantoro Gunawan, 2016:54-55) 

Masalah Daftar Pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) terus terjadi 

dalam setiap penyelengaraan Pemilu. Begitu pula perhelatan pesta demokrasi pada 

pemilu tahun 2019. Banyaknya permasalahan yang terjadi dari sistem informasi 

daftar pemilih (SIDALIH), elemen data kurang lengkap, data yang tidak 

memenuhi syarat, data ganda, pindah domisili, data yang meninggal dunia namun 

masi tercatat sampai pada pemilih di bawa umur.  Maka dari itu butuh waktu yang 

panjang untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih atau perbaikan data dalam 

proses persiapan pemilihan umum. Kurang lebih satu tahun berjalan dari agustus 

tahun 2018 sampai april tahun 2019. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya 

karena masih adanya dugaan pemilih pemula yang belum memiliki kartu tanda 

penduduk elektronik atau e-KTP saat ini tetapi berhak memilih pada april tahun 

2019. Menjelang pemilu tahun 2019, masih ada persoalan klasik terkait Daftar 

Pemilih Tetap (DPT). Pada hal Daftar pemilih tetap (DPT) sangat penting untuk 

diperhatikan oleh penyelengara pemilu  agar bisa membangun pemilu yang 

memegang asas demokrasi. Polemik Daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu 
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tahun 2019 mulai di picu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat 

berdampak bagi kegagalan warga mengunakan hak pilihnya. Polemik bermula 

dari penemuan Badan pengawas pemilu (BAWASLU) tentang adanya 1.013.366 

DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. Klaim lain juga di sampaikan tim khusus 

yang di bentuk prabowo-sandiaga uno tentang temuan 8.145.713 DPT ganda 

(kompas.com, 12 september 2018). Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi basis 

partisipasi politik warga dalam pemilihan umum (Pemilui). Partisipasi politik 

masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan politik 

domokrasi di setiap Negara. Dalam konteks pemilu, voters turn out dari 

partisipasi warga menjadi dukungan terhadap kekuasaan yang abash melalui 

kompetisi pemilu di antara para peserta pemilu. Sebagai akibat masalah DPT, 

pada waktu rekapitulasi DPT hasil perubahan (DPTHP). 

Persoalan DPT ganda tidak lepas dan belum adanya kebijakan 

perlindungan terhadap data pribadi. Muatan DPT yang terkait dengan identitas 

personal kependudukan belum menjadi prioritas mutlak bagi Negara untuk 

memberikan perlindungan. Ini juga menjadi tugas bagi setiap stakeholder untuk 

kebijakan perlindungannya, di samping akses bagi masyarakat terhadap daftar 

pemilih hingga di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Kesadaran ini dipicu 

oleh kondisi langkah pembersihan dugaan DPT ganda oleh KPU yang masih 

mengacu pada data induvidu pemilih dan belum menjangkau hingga TPS. DPT 

bermasalah menjadi celah untuk tindakan pengelembungan suara atau munculnya 

suara palsu. Tindakan ini bisa menguntungkan paslon atau partai politik tertentu 

dan sebaliknya merugikan bagi paslom atau partai lainnya lainnya. Peluang ini 
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semakin crucial ketika pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 diagendakan 

Serentak pelaksanaannya (Konkuren) dimana setiap Pemilih akan memperoleh 

empat lembar surat suara untuk di coblos (Pemilu Presiden, Pemilu Anggota 

DPR,Pemilu Anggota DPRD dan Pemilu DPD). Prayudi (2018, Vol X, No 18). 

Pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 lalu, di Kota Mataram, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terdapat beberapa masalah serius yang sering 

terjadi pada setiap Pemilu. Seperti Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat 

(TMS) yang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang stuktural 

yakni elemen data yang kurang lengkap, dampaknya di data pemilih ganda 

,pemilih yang meningal namun masi tercatat, pemilih yang pindah penduduk 

(Domisili), pemilih yang pindah status dari Masyarakat Sipil menjadi anggota 

baik anggota Tentara Nasional Indonesia maupun ang gota Kepolisian Republic 

Indonesia. Masalah-masalah ini yang harus benar-benar di awasi oleh Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan memberi rekomendasi kepada KPU untuk 

melakukan perubahan data secara cepat, tepat dan  transparan. Karena ketika Data 

Pemilih ini tidak di awasi secara maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) maka dampaknya sangat besar yakni bisa menghilangkan hak warga 

Negara dalam pesta demokrasi indonesia (Pemilu) dan yang paling berbahaya 

Data Pemilih bisa dimanfaatkan oleh peserta Pemilu untuk menguntungkan 

peserta pemilu tersebut, dan merugikan peserta pemilu yang lainnya. Inilah 

masalah-masalah yang sangat serius yang mampu mencoreng wajah demokrasi di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Maka dari itu harus ada pembatasan dalam penelitian tentang Pengawasan 

Pemutakhiran Data Pemilih, dan peneliti memilih Metode atau Pendekatan yang 

dikemukakan oleh George C. Edwar III, dalam (Susanto David: 2013). Mengenai 

Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat (IV) variabel, yaitu : 

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Stuktur Birokrasi. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan Studi serta membahas 

masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka peneliti  merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih 

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019? 

1.2.2 Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih 

DalamDaftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar 

Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT) pada pemilu Tahun 2019. 

1.3.2 Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengawasan 

pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 

pemilu Tahun 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di 

harapkan mempunyai manfaat dalam pengawasan Bawaslu baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat rencana penelitian ini sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Rencana penelitian ini diharapkan bisa menjadi Referensi, memberikan 

wawasan dan pengetahuan baru terhadap, Jurusan Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Soaial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah 

Mataram. 
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2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan Implementasi Pengawasan Tahapan 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menjadi bahan kajian 

lebih lanjut. 

3. Dapat menjadi landasan untuk meningkatkan peran bawaslu dalam 

mengawasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Khususnya di 

Kota Mataram. 

1.4.2 Manfaat Akademik 

Secara akademis di harapkan rencana penelitian ini dapat memberikan 

manfaat Sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu 

persyaratan untuk menyelesaikan studi (S.1) pada Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Mataram. 

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu 

yang telah di peroleh secara teoritis di lapangan. 

3. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap 

pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.Bagi 

pembaca agar dapat mengetahui Pengawasan Pemutakhiran Data 

Pemilih. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menganggap beberapa penelitian ini 

bisa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa judul jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh David Susanto pada tahun 

2013 dengan mengangkat judul penelitian Implementasi pengawasan tahapan 

pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam pemilu kepala daerah kota medan tahun 

2010. (Stadi kasus kelurahan pusat pasar, kecamatan medan, kota medan). Dengan 

mengunakan Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : MOU dengan instansi 

kepolisian  dan kejaksaan dengan instansi dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan atau 

kepala lingkungan agar menjaga masyarakat supaya mampu berpartisipasi 

mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar dalam DPT. 

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Ikka Yulita Rumahorba pada 

tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian Inovasi Pemutakhiran Data 

Mahasiswa (Stadi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kotar Bandar Lampung 

dalam Pemilihanj Kepala Daerah tahun 2015). Mengunakan Metode Penelitian 
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Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 1). Inovasi pemutahitan data pemilih dengan keterlibatan 

mahasiswa oleh KPU kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi 

masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada pemilu 

sebelumnya, 2) Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai 

dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi. 

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dhoni Rozita pada tahun 2017 

dengan mengangkat judul penelitian evaluasi implementasi sistem informasi 

manajemen dalam pemutakhiran data pemilih (stadi pada pemilihan umum 

legislatif tahun 2014 oleh komisi pemilihan umum kota Palembang). Dengan 

mengunakan Metode Penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi 

pemutakhiran data sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih 

pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 oleh KPU kota Palembang 

telah menjamin hak pilih setiap warga Negara pada pemungutan suara dengan 

terdaftarnya dalam DPT. 

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Weriza dkk pada tahun 2018 

dengan mengangkat judul penelitian Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data 

pemilih dalam pemilukada di kota padang panjang. Dengan mengunakan metode 

penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 1) Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan 

dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik 

pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi 
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pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi 

pemilih agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan 

pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk 

sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus di coret dalam daftar pemilih bisa 

terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari disdukcapil kota 

Padang panjang serta pemilih yag sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di 

DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP kota Padang panjang. 

Pada penelitian terakhir atau penelitian kelima, penulis menjadikan acuan 

dalam menyelesaikan penelitian ini. Rahmat Nuryadi Putra pada tahun 2017 

dengan mengangkat judul pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan 

wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten 

tahun 2015. Dengan mengunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Proses pemutakhiran data pemilih yang 

dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati 

Bungkales tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut 

dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara 

optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan 

pencocokkan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih 

sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. 
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2.2 Implementasi  

2.2.1.Definisi Implementasi 

Secara sederhana Implementasi bisa di artikan sebagai pelaksanaan atau 

penerapan. Browne dan wildavsky (Usman, 2004:7) Mengemukakan bahwa 

“Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan” Menurut 

Syaukani dkk (2004 : 295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas 

dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan 

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan 

tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang 

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Menyiapkan sumber daya guna 

mengerakan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, 

sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertangung jawab 

melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan 

kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier dalam 

Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan 

bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkan 

pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata 

pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
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Berdasarkan pendapat yang di sampaikan di atas diketahui bahwa proses 

implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan yang telah di 

sepakati bersama, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan implementasi 

kebijakan sesunguhnya tidak hanya menyangkut prilaku dalam badan administrasi 

yang bertangung jawab untuk menjalankan program dengan harapan lahirnya 

kemilitanannya pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan 

kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah 

atau tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan 

pemerintah. 

Syukur dalam surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur 

penting dalam proses implementasi yaitu : 

Pertama Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, Kedua 

Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan yang 

ke triga Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan 

untuk bertangung jawab dalam memperoleh pelaksanaan pengawasan dari 

proses implementasi tersebut. 

Implementasi melibatkan usaha dari (policy makers) untuk 

mempengaruhi apa yang dikatakan Lipsky “ street level bureaucrats ” 

untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran 

(target group) untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya 

melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya 
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kebijakan Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pangung demokrasi, 

pemilihan umum serentak tahun 2019. 

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan 

1. Teori Geogre C. Edwards III (1980) 

Keberhasilan  implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel 

atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu 

sama yang lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai 

variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan 

dalam penelitian ini maka peneliti memilih Teori atau pendekatan yang 

dikemukakan oleh Edwards III dalam (Susanto David: 2013), Imlementasi 

Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni: (1) Komunikasi, (2) 

Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut 

juga saling berhubungan satu sama yang lain: 

a. Komunikasi 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertangung jawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 

kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan 

para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan 

tujuan perlu dikomunikasikan psecara tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi Atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 

dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran 

maupun tujuan kebijakan itu. 
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Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat 

kompleks dan rumit. Seseorang bisa memahaminya hanya untuk 

kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Disamping itu sumber 

informasi yang berbeda juga akan melahirkan interprestasi yang berbeda 

pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertangung jawab 

melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat 

melakukannya. Sesunguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh 

semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai 

maksud dan tujuan kebijakan. Jika para actor pembuat kebijakan telah 

melihat ketidakjelasan spesifikasio kebijakan sebenarnya mereka tidak 

mengerti apa sesunguhnya yang akan di arahkan. Para implementor 

kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika 

dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya 

komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi 

implementasi kebijakan. 

b. Sumber daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat 

berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan 

sumber daya financial. Simber daya adalah faktor yang penting untuk 

implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya 

tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 
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Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para 

pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan 

program, adanya kewenangan yang menjamin  bahwa program dapat di 

arahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-

fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program 

seperti dana dan sarana dan prasarana. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka 

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran 

pelaksanaan, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah 

penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para 

pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun 

seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara 

tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara 

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. 

Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam 

mencapai sasaran program. 

d. Struktur birokrasi 
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Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 

adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures 

atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor yang 

bertindak.Stuktur organisasi yang panjang akan cendrung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan  red-tape yaitu prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks. Pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi 

tidak fleksibel. 

2.2.3 Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan 

Menurut Zainal Abidin (2012 : 155-157) terdapat pendekatan dalam 

implementasi kebijakan publik, antara lain : 

1. Pendekatan Struktural 

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang 

sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud 

perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan : 

a. Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat 

internal organisasi. 

b. Planning for change yakni perencanaan tentang perubahan organisasi 

untuk menghadapi perubahan dari luar. 

2. Pendekatan Prosedural/Manajerial 
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Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang di 

tempuh dalam pelaksanaan (planning, programming, budgeting, supervision 

atau programming, evaluation, review techmique). Yang paling penting dalam 

proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan. 

3. Pendekatan Kewajiban/ Bahavior 

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat 

terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak 

hanya di tentukan oleh isi atau subtansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan 

dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya. 

4. Pendekatan Politik 

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari 

kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Masih 

menurut Zainal Abidin (2012 : 147) proses implementasi berkaitan dengan 

dua faktor utama : Faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor 

utama internal : Kebijakan yang akan di implementasikan. Faktor utama 

Eksternal : Kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. 

2.2.4 Faktor–Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan. 

Mengacu pada enam (6) sumber daya pokok manajemen menurut George 

R. Terry dalam (Mulyadi Deddy : 2018) 

1. Men (Human Resourses), dalam manajemen publik, sumber daya itu tidak 

hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karir. 

2. Money (Finances), dalam manajemen public, monay sangat terkait dengan 

ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu. 
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3. Material (logistik) 

4. Machine (information), manajemen public dikelolah melalui informasi yang 

berbentuk persuratan dan alak komunikasi lain selain serta dokumentasi dan 

arsip. 

5. Methods (legitimate), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat 

penting. Dalam manajemen public dikenal dengan persetujuan atasan atau 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Market (participation) partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula 

berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan uang diperlukan dalam 

proses implementasi kebijakan public. Dikenal ada dua bentuk : pertama 

murni yang muncul secara sepontan dari rakyat, kedua mobilisasi yaitu 

partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu. 

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu) 

2.3.1 Definisi Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih 

anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 

undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan 

proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. 

Sebagai sistem demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan 

rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis adil dan 

beradab, kendati bukan tanpa kelemahan (Joko, J. Prihatmoko, 2008 : 43) 
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Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelengaraan pemilihan 

umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya 

disebut Pemilu adalah Sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselengarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan 

Republik Indonesia tahun1945. 

Menurut Rahman (2002: 194) pemilu merupakan cara dan sarana yang 

tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk dalam 

Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedallatan rakyat, maka dengan 

sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Menurut Rizkiyansyah 

(2007 : 3) pemilihan umum adalah salah satu prantara yang paling representative 

atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemiliham umum. 

Penjelasan ini menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya 

demokrasi.Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana 

terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya 

tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan 

menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya 

pancasila dan dipertahankannya undang-undang dasar 1945 

2.3.2 Teori Pemilihan Umum. 

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sisten yang representatif 

yang sesuai dengan kondisi Negara/wilayah yang akan menyelengarakannya. 

Seragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum 

mengandung karakteristik sistem yang meliputi electoral laws atau hukum dasar 

dan electoral process atau proses pemilu. 
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Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturan-

aturan secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, 

bagaimana distribusi hasil pemilu detetapkan dan sebagainya. Sedangkan electoral 

process yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia 

penyelenggara pemilu, partai/organisasi peserta pemilu,penentian calon-calon dan 

kampanye,kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi perpindahan pemilihan dan 

sebagainya.  

Permana dalam Pradhanawati (2005 : 85) kata kunci dari pemilu langsung 

oleh rakyat adalah “Kedaulatan Rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi 

tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesunguhnya dari kedaulatan rakyat 

itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003 : 14) merumuskan pengertian 

demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme 

untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk 

memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih 

suara. 

Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan 

kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. 

Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung 

oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud 

dengan dilaksanakannya pemilihan umum di Negara Indonesia. Henry B. Mayo 

(dalam Budiarjo, 2006 :117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut : 

sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas 

dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam 
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pemilihan-pemilihan berkala yang didasartkan atas prinsip keamanan politik dan 

diselengarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 

Pendapat Moyo tersebut oleh Budiarjo  (2006 : 118) disimpulkan “Bahwa 

demokrasi tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya 

hidup secara tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur 

moril. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa 

nilai (Values). Adapun nilai-nilai dalam demokrasi tersebut sebagai berikut : 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institutionalized peaceful statement of conflict) 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat 

yang sedang berubah (peacefull change in a changing society) 

3. Menyelengarakan pergantian pemimpin secara teratur (orderly succession of 

rules) 

4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum (minimum of coercion) 

5. Mengakui serta mengangap wajar adanya keanekaragaman (diversity) 

6. Menjamin tegaknya keadilan. 

2.3.3 Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum. 

1. Tujuan pemilihan umum. 

Pemilihan umum menurut Prohatmoko, J. Joko (2003 : 19) pemilu dalam 

pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu : 

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pimpinan pemerintah dan 

alternative kebijakan umum (public policy). 
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b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat 

kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang 

terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi 

masyarakat tetap terjamin. 

c. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakan atau menggalang 

dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut 

serta dalam proses politik. 

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan 

undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diselengarakan 

untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten/kota dalam 

Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan 

undang-undang dasar Negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945. 

2. Fungsi pemilihan umum 

Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T fungsi pemilihan umum sebagai 

alat demokrasi yang digunakan untuk : 

a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di 

Indonesia. 

b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia) 

c. Menjamin suksesnya perjuangan demokrasi, yaitu tetap tegaknya 

pancasila dan dipertahankanya UUD 1945. 

 



 

 

24 

 

2.3.4 Asas –Asas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. 

Pemilu diibaratkan seperti permainan bola. Apabila setiap pemain bola itu 

dibiarkan mengunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti 

peraturan yang di tetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain 

akan meningalkan permainan bola itu dengan adu tinju, juga di ikuti oleh para 

penonton dari kedua belah pihak yang bertanding.Demikian juga halnya dengan 

pemilu, seandainya seseorang calon itu boleh mengunakan segala cara dan taktik 

yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan 

ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya pemilu itu 

dilaksanakan. Salah satu diantaranya adalah disebabkan setiap yang kuat, kaya, 

dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang 

diperoleh oleh calon-calon yang mengunakan cara dan taktik seperti itu biasanya 

tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang dari hati yang dipenuhi 

oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada pemilih. 

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilu di Indonesia di dalam 

undang-undang dasar 1945 pasal 22 E, untuk menjamin hak rakyat indonesia 

dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin mereka. Dalam undang-undang 

dasar  1945 pasal 22 E dijanjikan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan undang-

undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelengara pemilihan umum.Pelaksanaan 

pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari 

Langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas asas luber sudah ada sejak jaman orde 

baru. Kemudian  di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan 



 

 

25 

 

singkatan dari jujur dan adil. Adapun yang dimaksud dengan asas luber dan jurdil 

dalam pemilu.  

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum 

anggota DPR, DPD dan DPRD, asas pemilu meliputi : 

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung 

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 

2. Umum, artinya semua WNI yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah 

berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan 

tanpa ada diskriminasi (pengecualian) 

3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa 

adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun. 

4. Rahasia, artinya rakyat atau pemilih di jamin oleh peraturan tidak akan 

diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang akan 

dipilih atau kepada siapa suara diberikan (secret bollot) 

5. Jujur, artinya dalam penyelengaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, 

pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, 

termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus 

bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai 

politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 
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2.3.5 Dasar Pemilihan Umum Di Indonesia 

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan instrumen menuju kedaulatan 

rakyat guna melahirkan pemerintah yang demokratis berdasarkan pancasila dan 

undang-undang dasar Negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945. 

Penyelengara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya 

dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelengara pemilu yang mempunyai 

integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.Undang-undang dasar Negara republik 

Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu diselengarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat 

konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, 

dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan 

pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, wilayah Negara 

Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh 

nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelengara pemilu 

yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat di pertangungjawabkan. 

Menurut (Haris, 1998 : 15) terdapat empat faktor yang harus hadir dalam 

upaya mewujudkan pemilu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil berikut ini : 

1. Penyelengara Yang Netral dan Profisional. 

Keberadaan penyelengara pemilu sangat menentukan lahirnya pemilu yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai penyelengara pemilu 

KPU beserta perangkat dibawanya harus professional, netral (independen dan 

solid). Kenetralan dan keprofesionalan KPU sangat besar andilnya dalam 

kelancaran dan keamanan pemilu. Namun menciptakan KPU seperti itu 
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tidaklah mudah, dukungan masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintah 

menjadi sangat penting terwujudnya KPU yang netral, professional dan solid 

disaat yang sama, para aktifis civil society di tingkat local harus mampu 

menjadi pengawal informal bagi KPU dalam menunaikan tugas dan fungsi. 

2. Tegaknya Aturan Hukum. 

Pemilu sebagai ajang kompetisi politik selalu dihadapkan pada kecendrungan 

untuk melakukan pelangaran hukum melalui berbagai cara dari pihak-pihak 

yang terlibat. Oleh karena itu hukum yang jelas dan tegas (terutama 

sangsinya) serta berlaku tanpa diskriminatif menjadi suatu kebutuhan pokok 

dalam pemilu. Ketika hukum dapat ditegakan maka control perilaku dari 

pihak-pihak yang terlihat dalam pemilu akan semakin tinggi sehingga 

keteraturan dan kepastian hukum yang terwujud secara optimal. Kapasitas dan 

integrasi para penegak hukum menjadi sangat menentukan dalam hal ini. 

3. Pemilih yang aktif dan cerdas 

Peran pemilih menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil pemilu. 

Ketika pemilih pasif terhadap segala macam informasi tentang pemilu, maka 

mobilisasi destruktif dari pihak-pihak tertentu dapat terjadi leluasa. Disaat 

yang sama, ketika pemilih umumnya bersandar pada aspek emosional dalam 

memformulasikan pemilih politiknya, maka kompetisi yang sehat dalam 

pemilu akan berkurang kadarnya. Oleh karenanya, pemilu yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan dapat terwujud jika hadir para 

pemilih yang aktif dan cerdas. Tipe pemilih seperti ini sangat diperlukan 
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bukan hanya dalam hal memberikan suaranya secara tepat, tetapi ikut serta 

menjaga proses pemilu berjalan dengan baik dan benar. 

4. Partai politik yang beretika politik 

Kedudukan Partai Politik (Parpol) dalam pemilu menjadi sangat urgent, 

karena merekalah yang memiliki hak konstitusional mengajukan calon. 

Karena peran strategis ini, terkadang muncul watak arogan dan menghalalkan 

segala cara pada partai politik. Akibatnya, berbagai tindakan yang menabrak 

rambu-rambu hukum menjadi pilihan parpol. Oleh karena itu, untuk dapat 

melaksanakan peran strategis itu, dan kemauan setiap parpol untuk memegang 

etika politik menjadi suatu kebutuhan pokok agar pemilu dapat berjalan 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan memegang etika 

politik, maka politik yang tercipta  dalam pemilu menjadi punya prinsip. 

2.4 Pengawasan 

2.4.1 Pengertian Pengawasan 

Pengawasan pemilu adalah suatu kegiatan MENGAMATI (melihat, 

mencatat hasil amatan), MENGKAJI (Melakukan sistematisasi hasil amatan ke 

dalam format 5W + 1H), Menilai (Benar atau salah serta konsekuensi proses 

penyelengaraan pemilu). Pengawasan adalah suatu upaya yang sistimatik untuk 

menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan 

balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah 

ditentukan. Untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, 

serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan 
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seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau 

pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu 

perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan 

oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. (Susanto David: 2013) 

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 

standar pada perencanaan untuk merangcang sistem umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tentuka, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 

seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari 

beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 

merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. 

Menurut Wirandi pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan 

oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan 

hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan 

merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan 

hasil seperti yang diinginkan. Dan menurut Komarudin pengawasan adalah 

hubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal 

langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. 

Menurut Donnely (dalam Zuhab, 2001 : 302) yang mengelompokan 

pengawasan menjadi yaitu : 
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1. Pengawasan pendahulu (Preliminary Control) 

Pengawasan pendahulu (Preliminary Control), yaitu pengawasan yang terjadi 

sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawas pendahuluan bisa menghilangkan 

penyimpanan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum 

penyimpangan tesebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala 

usaha menajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan 

berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. 

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Concurrent Control) 

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (concurrent control) adalah 

pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan 

yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent 

control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan 

pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-

tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada 

para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang 

tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

3. Pengawasan feed back (Feed Back Control) 

Pengawasan feed back control yaitu pengawasan dengan mengukurhasil dari 

suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang 

mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang 

dipusatkan pada organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan 

kearah proses pembelian sumber daya atau operasi actual. Sifat khas dari 
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metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan 

perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi 

tidakan-tindakan masa mendatang.Kebanyakan tugas pengawasan dan control 

yang dilakukan oleh instans, instansi ,badan-badan, atau dinas-dinas tertentu 

adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesunguhnya prosedur 

informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan 

kebijakan/ program. 

2.4.2 Maksud dan tujuan pengawasan 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak 

lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya 

selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak di 

perlukam dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir 

(2001 : 22) maksud pengawasan adalah untuk : 

1. Pengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau 

timbulnya kesalahan baru. 

3. Mengetahui apakah pengunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana 

yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam 

planning, yaitu standar. 
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Sedangkan tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Syafrudin, 2002 : 

36) adalah : untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi 

serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-

kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, 

dan mencari jalan keluar jika ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-

kelemahan atau kegagalan kea rah perbaikan 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang tujuan pengawasan, dapat 

diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah : 

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta intruksi-intruksi 

yang telah dibuat. 

2. Untuk menghetahui apa saja kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau 

kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja. 

3. Untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat 

pengawasan dan mencarikanya jalan keluar untuk penyelesaiannya. 

2.5 Badan Pengawas Pemilu 

2.5.1 Definisi Pengawas Pemilu 

Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga 

penyelengara pemilu yang bertugas mengawasi penyelengaraan pemilu di seluruh 

wilayah Negara kesatuan republik  Indonesia. Bawaslu di atur dalam undang-

undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelengaraan pemilihan umum. Jumlah 

anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas 
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kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan 

pengawasan dan tidak menjadi aggota partai politik. Dalam melaksanakan 

tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat jendral Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Fahmi, 2011) 

2.5.2 Sejarah Singkat Pengawasan Pemilu 

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan 

pemilu sebenarnya baru muncul pada tahun 1980- an. Pada pelaksanaan pemilu 

yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 belum dekenal dengan 

istilah pengawasan pemilu. Pada tahun 1980-an terbangun trust di seluruh peserta 

dan warga Negara tentang penyelengaraan pemilu yang dimaksudkan untuk 

membentuk lembaga parlement yang saat ini disebut sebagai konstituante. 

Walaupun pertentangan Idiologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan 

sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada 

gesekan yang terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan tersebut 

muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan idiologi pada saat itu. Hinga 

saat ini masi muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di 

Indonesia yang paling ideal (Prokoso, 1987) 

Menurut Regeh (1988) kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada 

pelaksanaan pemilu tahun 1982, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu 

(Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap 

pelaksanaan pemilu mulai di pegang oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan 

panwaslak pemilu pada pemilu 1982 di latar belakangi oleh protes-protes atas 

banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh 
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para petugas  pemilu pada pemilu 1971. Karena pelangaran dan kecurangan 

pemilu yang terjadi pemilu 1977 jauh lebih baik massif. Protes-protes ini lantas di 

respon pemerintah dan DPR yang di dominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya 

muncullah gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan 

meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP daqn PDI, 

Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan 

pemilu. Selai itu, pemerintah juga mengintroduksia adanya badan baru yang akan 

terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum 

(LPU). 

Menurut (Santoso, 2006) pada era reformasi, tuntutan pembentukan 

penyelengara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa 

semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelengara pemilu 

yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal 

ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam 

pelaksanaan pemilu mengingat penyelengara pemilu sebelumnya yaitu (LPU), 

merupakan bagian dari kementrian dalam negeri (sebelumnya depertemen dalam 

negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari 

panwaslak pemilu menjadi pengawas pemilu (panwaslu). 

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru 

dilakukan melalui undang-undang nomor 12 tahun 2003. Menurut undang-undang 

ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di bentuk sebuah lembaga adhoc 

terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia 

pengawas pemilu Provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia 
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pengawas pemilu kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu 

dikuatkan melalui undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelengaraan 

pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang di beri nama Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur bawaslu dalam pelaksanaan 

pengawasan berada sampai dengan tingkat desa/kelurahan dengan urutan panitia 

pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panitia 

pengawas pemilu kecamatan, dam pengawas pemilu lapangan (PPL) di tingkat 

kelurahan atau desa. Berdasarkan ketenvtuan undang-undang nomor 22 tahun 

2007 sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan 

kewenangan dari KPU. 

Namun selanjutnya berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi terhadap 

yudisial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap undang-undang nomor 22 

tahun 2007, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenagan dari 

bawaslu. Kewenanga utama dari pengawas pemilu menurut undang-undang 

nomor 22 tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, 

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelangaran administrasi, 

pelangaran pidana pemilu, serta kode etik (UU, 2007). Dinamika kelembagaan 

pengawas pemilu ternyata masih berjalan denga terbitnya undang-undang nomor 

15 tahun 2011 tentang penyelengara pemilu. Secara kelembagaan pengawas 

pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu 

ditingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu 

Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan bawaslu juga di dukung oleh unit 

kesekretariatan eselon 1 (Satu) dengan nomenklatur secretariat jendral bawaslu. 
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Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana di atur 

dalam undang-undang nomor 22 tahun2007, Bawaslu berdasarkan undang-undang 

nomor 15 tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa 

pemilu (UU, 2011). 

Salusu (2006: 101) mejelaskan ada 2 (dua) misi dari badan pengawas 

pemilu yaitu: 

1. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan kepercayaan public atas kwalitas kinerja pengawasan 

berupa pencegaha dan penindakan, serta menyelesaikan kengketa secara 

cepat, akurat dan transparan. 

2.5.3 Tugas, Wewenag, Dan Kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017. 

1. Tugas bawaslu Kabupaten/Kota : 

1) Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota. 

a. Pelanggaran pemilu 

b. Sengketa proses pemilu 

2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah 

Kabupaten/kota : 

a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan 

daftar pemilih tetap 

b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratandan tata cara 

pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota 

c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota 
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d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. 

e. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusuannya. 

f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu. 

g. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya. 

h. Pergerakan surat suara,berita acara perhitungan suara, danj sertifikat 

hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK. 

i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di 

seluruh kecamatan 

j. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan 

dan pemilu susulan. 

k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.  

3) Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah Kabupaten/Kota:  

4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/KotaL: 

a. Putusan DKPP 

b. Putusan pengadilan mengenai pelangaran dan sengketa pemilu 

c. Putusan/keputusan Bawaslu,Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelangaran netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana 

di atur di dalam Undang-Undang ini. 
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6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota. 

8) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/Kota. 

9) Melaksanakan tugas lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenag. 

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pemilu. 

2) Memeriksa dan mengkaji pelangaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-

pihak yang di atur dalam undang-undang 

3) Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutuis 

penyelesaian sengketa proses pemilu di wilaya Kabupaten/kota. 

4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasandi wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. 

5) Mengambil alih sementara tugas, wewenag, dan kewajiban Panwaslu 

Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila 
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panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sangsi atau 

akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelangaran pemilu dan sengketa 

proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. 

7) Membantu panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan 

anggota panwaslu, kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu 

provinsi. 

8) Melaksanakan wewenag lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Bawaslu Kabupaten kota berkewajiban. 

1) Bersikap adil dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya. 

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya. 

3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu Provinsi sesuai 

dengan tahapan pemilu  periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan. 

4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi  berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, Kabupaten/Kota 

yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di 

tingkat Kabupaten/Kota. 

5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang diloakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan 
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memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

6) Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. 

7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

2.6 Pemutakhiran Data Pemilih PKPU Nomor 02 Tahun 2017 

Pemutakhiran Data Pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana 

yang dilakukan oleh Panitia Pemunggutan Suara (PPS) dibantu petugas 

pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam rangka menyusun daftar pemilih 

sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih 

tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih bisa juga diartikan pendataan pemilih 

dengan mengunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU daerah. Hasil 

pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih 

sementara 

2.6.1 Penyediaan Data Pemilih 

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 2 tahun 2017 menjelaskan tentang 

penyediaan data pemilih : 

1. Pemerintah menyampaikan Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) 

yang telah di kosolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU. 

2. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemunguntan suara genap 

berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin. 
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3. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 paling kurang memuat informasi, meliputi : Nomor urut, Nomor  induk 

kependudukan, Nomor kartu keluarga, Nama lengkap, Tempat lahir, Tangal 

lahir, Umur, Jenis kelamin, Status perkawinan, Alamat, jalan / dusun, Rukun 

tetangga (RT), Rukun warga (RW), Jenis disabilitas. 

4. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada 

ayat tiga dilengkapi dengan rekapitulasi, diserahkan dalam bentuk soft copy 

dan dituangkan dalam berita acara serah terima. 

5. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat empat dibuat dengan mengunakan 

format excel dan / atau comma separated values (CSV). 

2.6.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS) 

Dalam pasal 11 undang-undang No 2 tahun 2017 Menjelaskan tentang 

Daftar Pemilih Sementara yaitu : 

1. KPU / KIP kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih 

dibantu oleh PPDP. 

2. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) dapat berasal dari pengurus rukun tetangga (RT), atau rukun warga 

(RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. 

3. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU kabupaten/kota. 

4. PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah :  

a. Satu orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 

orang 
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b. Paling banyak dua orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih 

dari 400 orang 

5. PPDP melakukan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan 

menindaklanjuti usulan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau 

sebutan lain  

6. PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP 

7. PPDP dalam melakukan kegiatan coklit sebagaimana dimaksud pada pasal (5) 

wajib mengunakan tanda pengenal dari KPU / KIP kabupaten/kota. 

2.6.3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjelaskan beberapa poin sebagai 

berikut : 

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat 

mengajukan usulan perbaikan dengan informasi mengenai penulisan nama 

yang tercantum dalam DPS kepada PPS. 

2. Selain usulan perbaikan tersebut, pemilih dan anggota keluarga atau pihak 

yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan 

informasi tentang pemilih kepada PPS yangmeliputi : 

1) Telah memenuhi syarat sesuai peraturan dalam undang-undang. 

2) Sudah / pernah kawin di bawa umur 17 tahun. 

3) Sudah pension dari tentara nasional Indonesia atau kepolisian republic 

Indonesia. 

4) Berubah status menjadi tentara nasional Indonesia atau kepolisian 

Republik Indonesia. 
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5) Telah meningal 

6) Tidak lagi berdomisili di desa/ kelurahan tersebut 

7) Terdaftar lebih dari satu kali atau terdaftar tapi sudah tidak lagimemenuhi 

syarat sebagai pemilih. 

2.7 Kerangka Berfikir 

Hal yang sangat penting dalam pemilu adalah data pemilih maka dari itu 

sangat di butuhkan lembaga pengawas untuk mengawasi  data pemilih agar tetap 

Valid. Karena akan berdampak pada berbagai aspek misalnya pemutakhiran data 

pemilih. Kapasitas sistem administrasi sebagai basis data yang di tampilkan 

berdasarkan nomor induk kependudukan, usia, jenis kelamin, alamat untuk 

memenuhi ketentuan mengenai pemilih dalam daftar pemilih pada pemilu. Data 

pemilih adalah faktor yang sangat penting bagi suksesnya pemilihan umum, hal 

ini di karenakan data pemilih yang akurat akan dapat mengantarkan hak politik 

masyarakat dalam suatu wadah yaitu pemilihan umum yang Jurdil, Luber 

sehingga dapat terlibat aktif dalam panggung politik Indonesia yaitu pesta 

demokrasi yang dilakukan serentak pada tahun ini.Tahapan dan proses yang harus 

dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan data pemilih di 

atur dalam PKPU Nomor 02 Tahun 2017 tentang pemutakhiran daftar pemilih. 

Dalam upaya mewujudkan dan menghasikan daftar pemilih yang valid. 
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KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah / Fenomena 

 Sidalih yang tidak stabil 

 Elemen data kurang lengkap 

 Data ganda 

 Data orang meningal yang masi tercatat 

 Status pada KTP 

 Pindah domisili 
 

Implementasi 

pengawasan 

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum 

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih 

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)  

4 Variabel Implementasi 

(Teori G.C Edwards III) 

 Komunikasi 

 Sumber Daya 

 Disposisi 

 Struktur Birokrasi 
 

Pemilu Tahun 2019 



 

 

45 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Pengawasan 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap DPT Pada Pemilu 

Tahun 2019.  Penulis melakukan penelitian pada Badan pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Kota mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian lokasi 

dimana peneliti akan turun dan melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

Nama Instansi  : BAWASLU Kota Mataram 

Alamat  :Jalan Sriwijaya nomor 80 Mataram, Kel, Kec. Cakra 

Negara, Kab, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (83232)  

Waktu  : 01 Desembar 2019 

Facebook  : Bawaslu Mtrm 

Email  : bawaslu.mataram@gmail.com 

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian kali ini peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif 

yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung mengunakan 

analisa. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih menonjol dalam penelitian 

kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jannifer Thurlow (2002) metode 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan data yang 

bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk 

memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah 

yang akan di pecahkan, metode penelitian kualitatif mengunakan fokus grcus 
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group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam 

mengumpulkan data. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

secara mendalam tentang implementasi pengawasan pemutakhiran  data pemilih 

dalam DPT pada pemilu tahun 2019. 

3.2.Fokus Penelitian. 

Fokus dalam penelitian ini harus lebih terarah, maka jangkauan dari ruang 

lingkup penelitian ini perlu di tegaskan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, 

oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk  mengamati implementasi 

pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam DPT pemilu serentak 

2019. Dan mengamati proses tahapan pemutakhiran data pemilih. 

3.3.Teknik Penentuan Informen 

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono 

(2018 ) adalah : 

1. Snowball sampling 

Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah 

sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu member data yang 

memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber 

data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, 

seperti bola salju yang mengelinding, lama-lama menjadi besar. 

2. Purposive Sampling 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang  
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tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin 

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi social yang diteliti. 

Adapun objek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Bapak Hasan Basri, S. Pd.I Sebagai Ketua Bawaslu Kota Mataram yang 

memegang tugas pengawasan hubungan lembaga dan masyarakat (PHLM) 

2) Ibu Dewi Asmawardhani, SH,.MH sebagai Kordiv hubungan penindakan 

pelangaran sengketa (HPPS) di Bawaslu Kota Mataram. 

3) Bapak Muhammad Yusril, M,. AB sebagai Kordiv organisasi data dan 

informasi (SDM) di Bawaslu Kota Mataram 

4) Bapak Abdul Muhamin Kholid sebagai Staf Teknis Penyelenggaraan 

Pengawasan Pemilu (TP3) di Bawaslu Kota Mataram 

3.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. 

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiono, 2015) Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan 

informen. 

2. Data sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Data sekunder dalam penelitian in 
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adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengmpilan data-data atau 

dokumen dari objek yang akan diteliti. 

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan data primer 

ke  data sekunder sebagai pelengkap. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulam data, maka peneliti tidak akan menapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data 

yang cocok dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis. (idrus, metode penelitian ilmu sosial, 2009 :101) 

observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau observer dan 

objek yang di observasi atau observeer dalam penelitian ini peneliti 

mengunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati 

secara langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut secara langsung 

2. Wawancara 

Suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang di inginkan oleh peneliti. Wawancara 

juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula melalui kontak lansung 

dengan tatap muka. 
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Esterberg dalam (Sugiyono, 2002) mendefinisikan wawancara atau interview 

sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar invormasi dan ide melalui Tanya jawab, sehinga dapat di 

kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digumakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study 

pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih 

mendalam. 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi serstruktur, dimana 

sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan 

namun pada pelaksananya disesuaikan dengan responden, teknik   wawancara 

semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-

depthinterview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di dalam pihak yang diajak wawancara atau di minta pendapatserta 

ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informant. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian. (Gunawan, 2015) dokumens dilakukan dengan mencari data 

pendukung yang sesuai dengan tema yang di teliti. Studi pustaka digunakan 

untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan mengunakan 

sumber-sumber keputusan yang relevan. 
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Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan 

dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto-foto, 

serta catatan lapangan. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai dirasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data 

yang dianggap kredibel. 

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono), 2018) 

Aktifitas dalam menganalisis data yaitu : 

1. Reduksi data  

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 
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2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Flowchart dan sejenisnya, 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

3. Verifikasi data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang falid dan 

konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

 

 


